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ABSTRAK

Tindak  pidana  penjualan  darah  merupakan  bagian  dari  tindak  pidana
Khusus  yang  diatur  undang-undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  kesehatan.
Salah  satu  sarana  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  penjualan  darah  adalah
dengan menggunakan hukum pidana yaitu  dengan sarana penal (penal  policy).
Sehubungan dengan kebijakan hukum pidana dijadikan sarana penanggulangan
tindak pidana penjualan darah dalam tesis ini didapatkan rumusan permasalahan
yaitu:  Bagaimanakah kebijakan formulasi  tindak pidana penjualan darah dalam
hukum positif indonesia?, Bagaimanakah kebijakan aplikasi pidana pada pelaku
dalam  kasus  penjualan  darah?,  Bagaimanakah  perumusan  kebijakan  formulasi
tindak  pidana  penjualan  darah  dan  penerapan  sanksi  yang  akan  datang?
Perumusan  masalah  tersebut  dijawab  dalam penelitian  tesis  ini. Penelitian  ini
dilakukan dengan  pendekatan  .  Tipe  penelitian  ini  adalah  Penelitian  deskriptif
kualitatif  untuk  menjelaskan  permasalahan  sekarang  dan  yang  akan  datang.
Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan metode
pendekatan  Perundang-undangan  (Statute  Approach), Pendekatan  Kasus  (case
approach),  dan  Pendekatan  Konseptual  (conceptual  approach).  Bahan  hukum
yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum
yang  berupa  putusan  pengadilan. Hasil  dari  penelitian  tesis  ini  menunjukkan
bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penjualan
darah dengan sarana penal yang dituangkan kedalam Pasal 195 Undang-undang
Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  memiliki  kelemahan  dengan  sanksi
pidana penjara yang sangat minim, yaitu sanksi pidana penjara maksimal penjara
5 tahun. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan darah seharusnya
diperberat  dengan ancaman pidana  minimal  5  tahun penjara  dan maksimal  10
tahun penjara, sehingga dapat menimbulkan ”efek jera”. Tindak Pidana Penjualan
Darah Juga Sebaiknya di Masukkan kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penanggulangan, Penjualan Darah
      



ABSTRACT

The criminal act of selling blood is part of a special criminal act regulated in Law
No. 36 of 2009 concerning health. One of the means to overcome the crime of
selling blood is by using criminal law, namely the penal policy. In connection with
the criminal law policy used as a means of countering the crime of selling blood
in this thesis, the formulation of the problem is: How is the formulation policy of
the  crime  of  selling  blood  in  Indonesian  positive  law?  What  is  the  criminal
application policy for the perpetrator in the case of selling blood? criminal sale of
blood and the imposition of impending sanctions? The formulation of the problem
was  answered  in  this  thesis  research.  This  research  was  carried  out  with  an
approach. This type of research is a qualitative descriptive study to explain current
and  future  problems.  This  research  method  is  a  normative  juridical  research
method, with a statute approach, case approach, and conceptual approach. Legal
material consisting of primary and secondary legal materials and analysis of legal
materials in the form of court decisions. The results of this thesis research show
that criminal law policy in tackling the crime of selling blood by means of penal
means as outlined in Article 195 of Law Number 36 of 2009 concerning Health
has  weaknesses  with  very  little  imprisonment  sanction,  namely  maximum
imprisonment imprisonment 5 year. Criminal sanctions against criminals selling
blood should be exacerbated by the threat of a minimum of 5 years imprisonment
and a maximum of 10 years in prison, so that it can cause a "deterrent effect".
Blood Sales Crime Should Also Be Entered into the Indonesian Criminal Code
Draft in the future.

Keywords: Criminal Law Policy, Countermeasures, Blood Sales
      



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah ‘politik

hukum pidana”.  Dalam Kepustakaan  asing  istilah  “politik  hukum pidana”  ini

sering dikenal berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy”

atau “straftrecht politiek”.1 Politik hukum pidana atau yang disebut “penal policy”

menurut Marc Angel memiliki arti suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.” Dengan

demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (the positive rules)

dalam definisi Marc Angel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum

pidana.  Dengan Demikian,  istilah  “Penal  Policy”  menurut  Marc  Angel  adalah

sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.2

Politik  hukum  pidana  atau  kebijakan  hukum  pidana  merupakan  suatu

sarana  untuk  merumuskan  suatu  perundang-undangan  yang  masih  memiliki

kekurangan  menjadi  lebih  baik  lagi.  Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat

peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari

tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga

1Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta.2010. hlm.26-27

2Ibid, hlm. 27



merupakan bagian dari poltik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut

politik  kriminal,  maka  politik  hukum  pidana  indentik  dengan  pengertian

“Kebijakan  Penanggulangan  kujahatan  dengan  hukum  pidana”.  Usaha

penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  juga

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum  (khususnya penegakan hukum

pidana).  Oleh  Karena  itu  sering  pula  dikatakan  politik  atau  kebijakan  hukum

pidana  merupakan  bagian  pula  dari  kebijakan  penegakan  hukum  (Law

Enforcement policy).3 Untuk membuat suatu perundang-undangan menjadi lebih

baik  lagi,  terutama  perundang-undangan  dalam  hukum  pidana  maka  harus

dilakukan  suatu  penal  reform   atau  pembaharuan  hukum  pidana  dikarenakan

penal  reform merupakan  bagian  dari  kebijakan/politik  hukum  pidana  (penal

policy).4

Pembaharuan  hukum  pidana  harus  dilakukan  dengan  pendekatan  kebijakan,

karenna memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah

kebijakan  atau  “policy”  (yaitu  bagian  dari  politik  hukum/penegakan  hukum,

politik  hukum  pidana,  politik  kriminal,  dan  politik  sosial).  Didalam  setiap

kebijakan  (policy)  terkandung  pula  pertimbangan  nilai.  Oleh  karena  itu,

pembaharuan  hukum  pidana  harus  pula  berorientasi  pada  pendekatan  nilai5.

Dalam  Kehidupan  sehari-hari  sering  terjadi  suatu  permasalahan  hukum  atau

3Ibid., hlm.28

4 Ibid.,

5Ibid., hlm. 29



fenomena hukum yang menyebabkan suatu perundang-undangan tertentu harus

diperbaiki atau diperbarui agar menjadi lebih baik.

Dalam kehidupan masyarakat terjadi kejahatan dibidang kesehatan yaitu

penjualan  darah  yang  dilakukan  oleh  seorang  karyawan  rumah  sakit  bernama

Kusno Haryanto.  Pada Tanggal  30 Agustus  2010 Pukul  19.26 WIB di  Rumah

Sakit Pantai Indah Kapuk alamat di Jalan Pantai Indah Utara 3 Sektor Utara Timur

Blok T Pantai  Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara,  Kecamatan  Penjaringan

Jakarta Utara, bahwa Kusno selaku karyawan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk

bagian Unit Bank Daerah telah menerima formulir permintaan darah dari saksi A

Andhy Chandra Hartono (anak saksi Franciskus Hartono) untuk transfusi darah

pasien atas nama Franciskus Hartono yang dirawat di Rumah Sakit Indah Kapuk

sebanyak  2  (dua)  kantong  darah  @250  cc  golongan  darah  O+,  kemudian

Terdakwa  menjelaskan  kepada  saksi  A.  Andhy  Chandra  Hartono  sehubungan

dengan formulir  permintaan  darah  untuk tranfusi  pasien  atas  nama Franciskus

Hartono  harus  dalam  waktu  2  (dua)  jam  ditransfusikan  darah  yang  diminta,

sedangkan untuk proses pengurusan untuk mendapatkan darah tersebut memakan

waktu 16 (enam belas) jam, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi A. Andhy

Chandra  Hartono  (anak  saksi  Franciskus  Hartono)  bahwa  Terdakwa  sanggup

menyiapkan  darah  yang  diminta  dalam  waktu  2  (dua)  jam,  namun  harus

menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua)

kantong darah O+ @250 cc. 

Setelah  mendengar  penjelasan  Terdakwa  maka  pihak  keluarga  pasien

Franciskus Hartono atau saksi A. Andhy Chandra Hartono (anak saksi Franciskus



Hartono) memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

untuk pembelian 2 (dua) kantong darah tersebut kepada Terdakwa. Namun sampai

dengan waktu yang dijanjikan hingga selasa tanggal 31 Agustus 2010 ternyata

darah tersebut belum juga ditranfusikan ke pasien anak saksi Franciskus Hartono,

sehingga  pihak  pihak  keluarga  pasien  Franciskus  Hartono  komplain  ke  pihak

Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, dan ternyata pihak Rumah Sakit Pantai Indah

Kapuk,  baru  mengetahui  perbuatan  Terdakwa tersebut,  lalu  melaporkannya  ke

Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.  Perbuatan Terdakwa

tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 195 Undang-Undang RI

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.6 

Darah  adalah  jaringan tubuh  yang  berbeda  dengan jaringan tubuh  lain,

berada  dalam  konsistensi  cair,  beredar  dalam  suatu  sistem  tertutup  yang

dinamakan  sebagai  pembulu  darah  dan  menjalankan  fungsi  transpor  sebagai

bahan, serta fungsi homeostasis.7 

Keberadaan darah dalam kehidupan sehari-hari sangat dihargai, mengingat

darah memiliki peran penting untuk kesehatan. Pengadaan darah pun dilakukan

secara  sukarela,  tanpa  pemberian  penggantian  berupa  apapun.8 Darah  yang

diperoleh dari  donor darah dinaungi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) tidak

6Lihat Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1364 K/Pid.Sus/2014

7Mohamad Sadikin, Biokimia Darah, Jakarta : Widya Medika.2001.hlm. 2

8CST Kansil, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta: P.T RINEKA 
CIPTA.1991. hlm. 24



dapat diperjualbelikan, memperjualbelikan darah untuk tujuan komersial termasuk

kedalam tindak pidana, yaitu tindak pidana khusus. Darah dilarang Untuk Tujuan

komersial (Pasal  86  ayat  (1)  UU  Kesehatan).  Darah  tersebut  diperoleh  dari

pendonor  darah  sukarela yang  sehat  dan  memenuhi  kriteria  seleksi  pendonor

dengan mengutamakan kesehatan pendonor (Pasal 86 ayat (2) UU Kesehatan).9

Darah merupakan bagian dari jaringan tubuh yang dilarang oleh Undang-

undang untuk diperjual belikan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36

tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 90 ayat 3 yang berbunyi:10 

“Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” 

Seseorang  yang  menjual  darah  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah).  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang

Kesehatan Pasal 195 yang berbunyi : 

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih

apapun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.11

9 Lihat Pasal 86 ayat 1 dan 2 Undang-undang Kesehatan.

10 Lihat Pasal 90 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

11 Lihat Pasal 195 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 



Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,12 penjualan

atau jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar

harga yang telah dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukan bahwa dari satu pihak

perbuatan dinamakan menjual,  sedangkan dari  pihak lain  dinamakan membeli.

Darah tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan sebagaimana yang tercantum

dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tentang  Syarat  sah

penjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. 

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat)

syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:13 

Pertama,  Adanya kata  sepakat  bagi  mereka  yang mengikatkan dirinya;  Kedua,

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu;

dan  Keempat,  Suatu  sebab  (causa)  yang  halal.  Persyaratan  tersebut  diatas

berkenan  baik  mengenai  subjek  maupun  objek  perjanjian.  Persyaratan  yang

pertama  dan  kedua  berkenan  dengan  subjek  perjanjian  atau  syarat  subjektif.

Persyaratan  yang  ketiga  dan  keempat  berkenan  dengan  objek  perjanjian  atau

syarat  objektif.  Pembedaan  kedua  persyaratan  tersebut  dikaitkan  pula  dengan

masalah  batal  demi  hukumnya  (nieteg  atau  null  and  ab  initio)  dan  dapat

dibatalkannya (vernietigbaar = voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif

dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau

perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut

12 Lihat Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

13 Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata



tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut

dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan

pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku 

Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  Penjualan  darah   tidak  diperbolehkan  dan

termasuk dalam tindak pidana khusus.

Penjualan  darah sama dengan memperjual  belikan organ tubuh/jaringan

tubuh. Darah termasuk Kedalam Jaringan Tubuh. Hal ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 64,

dan Pasal 192. 

Terjadinya tindak pidana di bidang kesehatan dapat mengakibatkan tidak

terpenuhinya  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  secara  memadai,  sehingga

diperlukan  segala  upaya  untuk  mencegah  dan  menindak  jenis-jenis  perbuatan

yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kesehatan.

Tindak Pidana Penjualan Darah di Indonesia dewasa ini termasuk kategori

tindak pidana yang jarang terjadi jika dilihat dari jumlah kasus yang telah masuk

ke jalur  hukum,  terlebih  lagi  tindak pidana penjualan darah yang akan diteliti

penulis adalah salah satu tindak pidana khusus dibidang kesehatan yang pertama

kali “mencuat ke permukaan” serta ke jenjang peradilan. Dengan demikian tindak

pidana penjualan darah patut untuk diteliti  agar kedepannya dapat memberikan

masukan  yang  berguna  bagi  peraturan  perundang-undangan  terutama  Undang-

undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.



Pembangunan  hukum  atau  law  reform harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  dasar

pancasila dan undang-undang dasar 1945, dikarenakan kerangka dasar dari sebuah

peraturan  undang-undang  adalah  undang-undang  dasar  1945,  selain  dari  itu

pembangunan  hukum  nasional  terutama  dalam  bidang  hukum  pidana  harus

berpacu pada jiwa dan nilai-niali moral bangsa indonesia.

Memori Penjelasan (Memori van Toelichting/MvT) dari Pasal 103 KUHP,14

Mengartikan  Pidana  khusus  sebagai  perbuatan  pidana  yang  ditentukan  dalam

perundangan tertentu di luar KUHP.

Aturan-aturan  hukum  dalam  undang-undang  kesehatan  masih  mempunyai

kelemahan terutama jika dilihat dari ancaman sanksi terhadap tindakan penjualan

darah. Ancaman sanksi yang terdapat dalam undang-undang kesehatan Nomor 36

tahun  2009  masih  sangat  minim  dan  sangat  dikhawattirkan  tidak  dapat

menimbulkan  efek  jera  bagi  pelaku  penjualan  darah,  mengingat  darah  adalah

sesuatu  yang  sangat  berharga  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh  karena  itu

berdasarkan  kerangka  dasar  hukum  positif  indonesia  yakni  UUD  1945

pembaharuan  hukum  nasional  dibidang  hukum  pidana  dibidang  kesehatan

haruslah mencakup nilai-nilai moral dari  undang-undang dasar 1945 agar tidak

bertentangan dengan nilai dasar Undang-undang Dasar 1945. 

B. Rumusan Masalah

14 Lihat Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Sesuai  dengan  latar  belakang   penelitian,  diperlukan  adanya  suatu  rumusan

permasalahan  yang  akan  diteliti  agar  dapat  dijadikan  acuan  penelitian  dalam

mencapai  sasaran  penelitian  dalam penulisan  tesis  ini.  Adapun  permasalahan-

permasalahan  yang  menjadi  acuan  penulis  dalam  melakukan  penelitian  ialah

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana penjualan darah dalam

hukum positif indonesia? 
2. Bagaimanakah  kebijakan  aplikasi  pidana  pada  pelaku  dalam  kasus

penjualan darah? 
3. Bagaimanakah  perumusan  kebijakan  formulasi  tindak  pidana  penjualan

darah dan penerapan sanksi yang akan datang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah : 

1. Menganalisis Kebijakan Formulasi tindak pidana penjualan darah dalam

hukum positif indonesia
2. Menganalisis aplikasi pidana pada pelaku kasus penjualan darah

3. Menganalisis  dan  memberi  masukan  Perumusan  Kebijakan  Formulasi

tindak  pidana  penjualan  darah  dan penerapan  sanksi  pidana  yang  akan

datang.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian  dalam  penulisan  tesis  ini  diharapkan  dapat  memberikan

manfaat/kegunaan antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 



a. Mengembangkan  ilmu  pengetahuan  hukum dan  menyumbangkan  suatu

pemikiran  dibidang  hukum  yang  didapat  selama  perkuliahan  dengan

praktek dilapangan dalam bidang hukum pidana.
b. Memberikan  gambaran  nyata  yang  diperoleh  dari  teori  mengenai

permasalahan  hukum  yang  muncul  dan  cara  penyelesainnya  sebagai

pengetahuan tambahan untuk Mahasiswa Magister Ilmu Hukum. 

2. Manfaat Praktis

a. Menghasilkan  bahan  pustaka  yang  kebenarannya  dapat  dipertanggung

jawabkan,  serta  dapat  memberikan  gambaran  yang  diperoleh  dari  teori

sebagai jawaban ataupun solusi dari permasalahan hukum yang ada. 
b. Memberikan pengetahuan bagi polisi, jaksa, hakim dan tenaga medis saat

menemukan permasalahan yang sama.
c. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam penegakan hukum yang

efektif.

E. Kerangka Teori 

Dalam  penulisan  tesis  pertanggungjawaban  pidana  penjualan  darah  ini

menggunakan beberapa teori diantaranya adalah:

1. Teori Kebijakan Kriminal 

Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu

kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.  Kebijakan Hukum Pidana

atau  Politik  hukum  pidana  diartikan  juga  sebagai  kebijakan  menyeleksi  atau

melakukan  kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  terhadap  suatu  perbuatan.  Disini

tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan



sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif

yang ada mengenai  apa yang menjadi  tujuan sistem hukum pidana pada masa

mendatang.  Oleh  karena  itu,  dengan  politik  hukum  pidana,  negara  diberikan

kewenangan  merumuskan  atau  menentukan  suatu  perbuatan  yang  dapat

dikategorikan  sebagai  tindak  pidana,  dan  kemudian  dapat  menggunakannya

sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah

satu  fungsi  penting  hukum  pidana,  yakni  memberikan  dasar  legitimasi  bagi

tindakan  yang  represif  negara  terhadap  seseorang  atau  kelompok  orang  yang

melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.15

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah ‘politik hukum

pidana”.  Dalam  Kepustakaan  asing  istilah  “politik  hukum  pidana”  ini  sering

dikenal berbagai istilah,  antara lain “penal policy”,  “criminal law policy” atau

“straftrecht  politiek”.16 Politik  hukum pidana atau  yang disebut  “penal  policy”

menurut Marc Angel memiliki arti suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.” Dengan

demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (the positive rules)

dalam definisi Marc Angel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum

15Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum, PT. 
Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), hlm : 58-59

16Barda Nawawi Arief, o.p., cit hlm. 26



pidana.  Dengan Demikian,  istilah  “Penal  Policy”  menurut  Marc  Angel  adalah

sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.17

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana  adalah  seseorang itu  dapat  dipidana  atau  tidaknya

karena  kemampuan  dalam  mempertanggungjawabakan  perbuatannya.  Dalam

bahasa  asing  dikenal  dengan  Toerekeningsvatbaarheid  dan  terdakwa  akan

dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya

pertanggungjawaban  pidana,  harus  jelas  terlebih  dahulu  siapa  yang  dapat

dipertanggungjawabkan.  Ini  berarti  harus  dipastikan  dahulu  yang  dinyatakan

sebagai pembuat suatu tindak pidana.18

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur-

unsurnya yaitu:

1. Melakukan perbuatan;

2. Mampu bertanggungjawab;

3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;

4. Tidak ada alasan pemaaf.19

Dalam hal dipidana atau tidaknya sipelaku tindak pidana,  bukanlah tergantung

pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Melainkan pada apakah si terdakwa

tercela  atau tidak tercela  telah melakukan tindak pidana itu.  Dengan demikian

17Ibid, hlm. 27 hlm.26-27

18 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 
1999, hlm. 48

19 Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, 



dasar  dari  pada  adanya  tindak  pidana  adalah  asas  legalitas  Selain  teori

pertanggungjawaban pidana  asas  yang mendukung pertanggungjawaban pidana

dalam turut serta terhadap tindak pidana penjualan darah yaitu asas legalitas. Asas

legalitas  merupakan  asas  yang  menentukan  bahwa  sesuatu  perbuatan  adalah

terlarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggarnya20.

Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  menjurus  kepada  pemidanaan  pelaku

yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  memenuhi  unsur-unsur  tindak

pidana serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dilihat  dari  terjadinya  perbuatan  yang  terlarang,  diminta  pertanggungjawaban

apabila  perbuatan  tersebut  melanggar  hukum.  Dilihat  dari  sudut  kemampuan

bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat

dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan pengertian turut serta ialah suatu tindak

pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang

satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang

sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.

Tindak  Pidana  menunjukkan  pengertian  gerak-gerik  tingkah  laku  gerak-gerik

jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat,

akan tetapi  dengan tidak  berbuatnya  dia,  dia  telah  melakukan tindak pidana.21

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-

20 Yudi Krissamen, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan 
Ekonomi Volume 4 No. 1 

21 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hal 49



undang  menentukan  pada  Pasal  164  KUHP,  ketentuan  dalam  Pasal  ini

mengharuskan seseorang untuk melaporkan, maka dia dapat dikenail sanksi.22

F. Metode Penelitian

Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis

normatif  (legal  Research). Dalam  memecahkan  masalah  yang  menjadi  objek

penulis, maka metode-metode penulisan tesis ini diantaranya adalah:

1.  Jenis penelitian 

Dengan  mengacu  pada  rumusan  masalah,  maka  jenis  penelitian  ini  adalah

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum

Normatif adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang

mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum

tersier.23 

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan

dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan

hukum yang  berlaku  ditempat  tertentu  dan  pada  saat  tertentu,  atau  mengenai

gejala 

yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.24

22 Ibid.,

23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada.2011.hlm 13 dan 14

24 Abdulkadir Muhammad.Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2004,hlm.50



3. Metode Pendekatan 

Dalam melakukan penelitian penulisan tesis ini digunakan beberapa pendekatan

antara lain sebagai berikut:

a.  Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  dengan  cara  mengkaji

berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu

penelitian.25 

b.  Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) 

Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang beranjak dari unsur-unsur abstrak

yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala

menunjuk  pada  hal-hal  universal  yang  diabstraksikan  dari  hal-hal  yang

partikular.26

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan  kasus  (Case  Approach)  dalam penelitian  normatif  bertujuan  untuk

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana

25 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 
Publishing, 2012, hlm. 302

26 Ibid., hlm 306 



yang dapat  dilihat  dalam yurisprudensi  terhadap perkara-perkara yang menjadi

fokus penelitian.27 

4.  Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis  bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis  ini  adalah bahan

hukum sekunder.28

Sumber Bahan Penelitian dalam penelitian ini adalah sumber bahan yang berasal

dari bahan sekunder, yang dalam penelitian ini mencakup:29 

a.  Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:30 

1. Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
2.  Peraturan  Perundang-undangan  seperti  Undang-undang Pasal  195  Undang-

undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan  hukum  primer  seperti  rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian,

hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.31 Bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam  penelitian ini adalah bahan hukum seperti literatur atau buku-

buku yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana penjualan darah. 

27 Johnny Ibrahim, O.p cit, hlm. 321

28 Abdulkadir Muhammad., O.p., cit hlm. 121

29 Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, O.p., cit hlm 13

30 Ibid., 

31 Ibid.,



c.  Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus,

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.32

5. Teknik Pengumpulan Bahan 

Teknik  pengumpulan  bahan  penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah  dengan

mengumpulkan bahan sekunder. Pengumpulan bahan sekunder dilakukan dengan

studi pustaka. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, dan buku

karya tulis bidang hukum.33 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis  bahan  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Analisis

kualitatif  artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat  yang

teratur, runtun, logis,  tidak tumpang tindih,  dan efektif,  sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.34

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penulisan tesis ini,  teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah

dengan  proses  berfikir  induktif.  Berfikir  induktif  adalah  proses  berfikir  untuk

32 Ibid., 

33 Abdulkadir Muhammad., Op. cit, 125

34 Ibid., hlm 127 



menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat

khusus (individual).35

35 Ditjen Dikti, Depdikbud. Metodologi Penelitian: Makalah Penataran dan Loka-
karya. Unib Bengkulu. 1997. Hlm 1 (Dalam buku Abdulkadir Muhammad, ibid., hlm 8 )
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